BAB V
PENUTUP

Pada bab ini akan dipaparkan mengenai kesimpulan dan saran dari hasil penelitian
yang dilakukan. Kesimpulan merupakan jawaban dari apa yang menjadi rumusan
masalah, dan saran merupakan solusi yang dapat menjadi masukan untuk dapat
diterapkan dalam upaya memaksimalkan perlindungan terhadap Pasien Peserta
BPJS.

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya, maka peneliti mengambil

kesimpulan:

1. Ditinjau dari sudut rumah sakit, pertanggungjawaban rumah sakit
berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang
Rumah Sakit menyatakan bahwa Rumah Sakit bertanggungjawab atas
segala kerugian yang timbul atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga
kesehatan di rumah sakit. Oleh sebab itu, pada prinsipnya pertanggung
jawaban rumabh sakit berkaitan dengan tanggung jawab Vicarious Liability
atas segala kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatannya,
sebagaimana yang diatur pada Pasal 1367 ayat (3) Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata. Hubungan hukum antara Tenaga Kesehatan dengan Rumah
Sakit menjadi hal penting dan perlu diperhatikan dalam melakukan
pertanggungjawaban dari pihak Rumah Sakit, dengan syarat bahwa adanya
hubungan kerja antara Rumah Sakit dan Tenaga Kesehatan, serta tindakan
Tenaga Kesehatan tersebut harus termasuk ke dalam ruang lingkup
pekerjaan yang telah ditugaskan kepadanya. Di sisi lain, pada prinsipnya
Rumah Sakit bertanggung jawab atas tanggung jawab yang berhubungan
dengan duty of care, tanggung jawab terhadap sarana dan peralatan, dan
tanggung jawab terhadap personalia. Rumah sakit sebagai suatu organisasi
hanya dapat bertindak melalui para tenaga kesehatan yang bekerja di

dalamnya sesuai dengan ukuran standar profesi.
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2. Hubungan antara Rumah Sakit dengan Tenaga Kesehatan menurut
Maarteen Riedvelt berkaitan dengan kategorisasi dari rumah sakit itu
sendiri, yang terdiri dari Rumah Sakit Terbuka (open ziekenhuis), Rumah
Sakit Tertutup (gasloten ziekenhuis), dan Rumah Sakit Tertutup Mutlak
(volkomen gasloten ziekenhuis). Begitu juga hubungan kerja antara Petugas
Kesehatan dengan Rumah Sakit tergantung dari status setiap tenaga
kesehatan, sesuai dengan kontrak/perjanjian yang telah disepakati oleh
pihak Tenaga Kesehatan dan pihak Rumah Sakit. Status dari tenaga
kesehatan digolongkan menjadi dua jenis yaitu dokter tetap purnawaktu
(dokter in/fulltime doctor), dan dokter paruh waktu (dokter out).

3. Rumah sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan menandakan bahwa
rumah sakit merupakan pelaku usaha yang bergerak di bidang jasa.
Pertanggungjawaban Rumah Sakit Mitra BPJS apabila dtinjau menurut
UUPK termasuk ke dalam tanggung jawab profesional, karena dalam
penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Mitra BPJS
membutuhkan suatu keahlian khusus atau pelatihan terlebih dahulu dari
pemberi jasa atau pelaku usaha dalam menjalankan jasanya. Selain itu
tanggung jawab profesional ditandai dengan adanya parameter yang
ditetapkan oleh asosiasi profesi, yang menentukan standard pelayanan yang
wajib diberikan kepada konsumen dari setiap tenaga profesional. Standard
profesi bersifat teknis, tetapi juga dapat berupa aturan-aturan moral yang
dimuat dalam kode etik. Hal tersebut ditandai dengan adanya Kode Etik
Rumah Sakit Indonesia (KODERSI) yang menjadi pedoman dalam
penyelenggaraan pelayanan di Rumah Sakit Mitra BPJS erhadap pasien baik
Rumah Sakit Swasta maupun Rumah Sakit Publik. Pada tanggung jawab
profesional dengan prestasi terukur, dapat diberlakukan tanggung jawab
kontraktual (contractual liability). Berdasarkan adanya perjanjian/ kontrak
dengan prestasi terukur tersebut, maka konsumen yang mengalami kerugian
atas penggunaan jasa yang diberikan oleh pelaku usaha dapat menggugat
pelaku usaha atas dasar wanprestasi. Disamping itu, tanggung jawab

profesional dengan prestasi tidak terukur diberlakukan tanggung jawab
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langsung atau mutlak (strict liability) yang merupakan derivasi dari
pertanggungjawaban berdasarkan perbuatan melawan hukum.

Tanggung jawab Rumah Sakit Mitra BPJS yang terbukti bersalah karena
telah merugikan pihak Pasien Peserta BPJS atas jasa yang diberikanya
menurut Pasal 19 UUPK bahwa Pelaku usaha bertanggung jawab
memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian
konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau
diperdagangkan. Berupa pengembalian uang atau penggantian barang
dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan
dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari
setelah tanggal transaksi. Apabila pelaku usaha menolak dan atau tidak
memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan
konsumen, maka menurut Pasal 23 UUPK, konsumen dapat menggugat
pelaku usaha melalui badan penyelesaian sengketa konsumen (non-litigasi)
atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen
(litigasi). Disamping itu juga, bagi pelaku usaha yang telah terbukti bersalah
dapat dikenakan sanksi administratif, dan sanksi pidana.

Upaya hukum yang dilakukan oleh pasien peserta BPJS pada jalur non-
litigasi, umumnya diselesaikan melelui Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen (BPSK) yang dilakukan dengan cara mediasi, arbitrase, atau
konsiliasi. Dalam hal ini yang menjadi jaminan dari pelaku usaha untuk
meyakinkan bahwa kerugian tersebut tidak akan terjadi atau terulang
kembali adalah dengan cara membuat pernyataan tertulis bahwa perbuatan

tersebut tidak akan terulang kembali.

2. Saran

1.

Sosialisasi perlu lebih ditingkatkan baik dari pihak Rumah Sakit Mitra BPJS
maupun BPJS Kesehatan kepada Pasien Peserta BPJS terkait program JKN
BPJS Kesehatan, prosedur dalam pelayanan BPJS Kesehatan, dan hak-hak
pasien JKN BPJS Kesehatan agar pasien lebih mengetahui hak dan
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kewajibannya serta upaya hukum yang bisa mereka lakukan apabila terjadi
pelanggaran hak maupun adanya pemberian pelayanan kesehatan yang tidak
layak yang dilakukan oleh pihak Rumah Sakit Mitra BPJS.
. Rumah Sakit Mitra BPJS harus selalu melakukan monitoring dan evaluasi
terhadap kinerja para tenaga kesehatan ataupun tenaga non-kesehatan yang
bekerja di dalamnya demi meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.
Adanya upaya lanjutan yang dapat ditempuh oleh para pihak pada
penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi atas keputusan dari BPSK
sebenarnya bertentangan atas sifat dari putusan BPSK itu sendiri yaitu final
dan mengikat, terlebih lagi apabila terdapat kondisi dimana Peradilan
Umum atau Mahkamah Agung yang berwenang untuk mengadili sengketa
para pihak dalam upaya lanjutan tersebut tidak memperdulikan apa yang
telah menjadi putusan BPSK sebelumnya maka akan menimbulkan
ketidakpastian, tidak bermanfaat, dan tidak adil. Oleh karena itu, dalam
upaya hukum lanjutan seharusnya hakim yang memeriksa perkara tersebut
tetap memerhatikan dan berpedoman pada ketentuan yang telah diatur pada
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
walaupun hakim itu sendiri memiliki pertimbangan hukum yang lain, karena
dengan cara tersebut tidak serta merta membatalkan hasil keputusan BPSK
sebelumnya yang telah diselesaikan melalui jalur non-litigasi, sehingga para
pihak dapat segera mendapatkan keadilan dan kepastian hukum atas perkara

yang disengketakan.
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https://bpkn.go.id/uploads/document/41b64ac58b0ad0d025f7911dc4d1839d6492214a.pdf
https://persi.or.id/kode-etik-rumah-sakit/
http://seputarpengertian.com/
http://www.jamsosindonesia.com/
https://law.ui.ac.id/v3/tanggung-jawab-hukum-rumah-sakit-di-indonesia-oleh-wahyu-andrianto-s-h-m-h/
https://law.ui.ac.id/v3/tanggung-jawab-hukum-rumah-sakit-di-indonesia-oleh-wahyu-andrianto-s-h-m-h/
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